BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.236, 2010 KEMENTERIAN KEUANGAN. Pembayaran.
Tunjangan Profesi. Guru dan Dosen.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PMK.05/2010
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN
TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS
GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan
Profess Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan
Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Pembayaran Tunjangan Profes Guru dan Dosen, Tunjangan
Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan
Profesor;

Mengingat . 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus
Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5016);

2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
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3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005
tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI
GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU
DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN

PROFESOR.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, menggar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluas peserta
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.

Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi Dosen yang masih mengajar di
lingkungan satuan pendidikan tinggi.

Tunjangan Profes adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru dan Dosen
yang memiliki  sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas
profesionalitasnya.

Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru dan
Dosen yang ditugaskan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
sebagal kompensas atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan
tugas di daerah khusus.

Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah
dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan
negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau
daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
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Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang
memiliki jabatan akademik Profesor.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA, adalah
dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku Pengguna Anggaran yang disahkan oleh Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat
KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

10. Surat Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai, yang selanjutnya disebut

SPP Belanja Pegawai, adalah suatu dokumen yang diterbitkan oleh Pegjabat
Pembuat Komitmen yang berisi permintaan pembayaran belanja pegawai
kepada Pegabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk
menerbitkan Surat Perintah Membayar sgumlah uang atas beban bagian
anggaran yang dikuasainya.

11. Surat  Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut

SPM-LS, adalah surat perintah yang diterbitkan olen Pegabat Penanda
Tangan SPM untuk dan atas nama Pengguna Anggaran kepada Bendahara
Umum Negara atau kuasanya berdasarkan SPP  untuk melakukan
pembayaran segjumlah uang kepada pihak dan atas beban bagian anggaran
yang ditunjuk dalam SPP berkenaan.

12. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat

perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada
Bank Operasona/Kantor Pos dan Giro berdasarkan SPM  untuk
memindahbukukan sggumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang
ditunjuk dalam SPM berkenaan.

13. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, yang selanjutnya

disingkat PPABP, adalah pembantu Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi
tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai.

14. Daftar Pembayaran Perhitungan adalah daftar yang dibuat oleh PPABP dan

ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran/Pgabat Pembuat Komitmen/
Kepala Kantor/Satuan Kerja dan Bendahara Pengeluaran yang memuat
besaran uang Tunjangan Profesi/ Tunjangan Khusus/Tunjangan Kehormatan
masing-masing penerima hak dan potongan pajak serta jumlah bersih yang
diterima penerima hak.
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15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat
SPTJIM, adalah surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat
Pembuat Komitmen yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran
untuk pembayaran belanja telah dihitung dengan benar dan disertal
kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat
kelebihan pembayaran.

16. Surat Setoran Pgjak, yang selanjutnya disingkat SSP, adalah surat yang
digunakan wajib pgak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pg ak
yang terutang ke Kas Negara melalui kantor penerima pembayaran.

17. Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disingkat ADK, adalah arsip data
dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur:
a.  Tunjangan Profesi Guru dan Dosen;
b. Tunjangan Khusus Guru dan Dosen; dan

c. Tunjangan Kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan akademik
profesor.

BAB Il1
ALOKASI DANA
Pasal 3

(1) Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru baik Pegawa Negeri Spil
maupun bukan Pegawa Negeri Spil diaokaskan dalam anggaran
pemerintah pusat dan/atau anggaran pemerintah daerah sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Dosen, serta Tunjangan
Kehormatan Profesor baik Pegawa Negeri Sipil maupun bukan Pegawal
Negeri Sipil dialokaskan pada DIPA Kementerian/Lembaga yang
membawahinya.

Pasal 4

Pembayaran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan
Kehormatan tidak boleh melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA.
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BAB IV
BESARAN TUNJANGAN
Pasal 5

Tunjangan Profesi bagi Pegawa Negeri Sipil yang menduduki jabatan
fungsional Guru dan Dosen diberikan setiap bulan sebesar 1 (satu) kali gqji
pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tunjangan Profesi bukan Pegawal Negeri Sipil diberikan sesuai dengan
kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi
Guru dan Dosen Pegawal Negeri Sipil.

Tunjangan Khusus bagi Pegawal Negeri Sipil yang menduduki jabatan
fungsional Guru dan Dosen yang ditugaskan oleh pemerintah pusat atau
pemerintah daerah di daerah khusus sesuai peraturan perundang-undangan
diberikan setiap bulan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Spil
yang bersangkutan.

Tunjangan Khusus bukan Pegawal Negeri Sipil diberikan sesua dengan
kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi
Guru dan Dosen Pegawal Negeri Sipil.

Tunjangan Kehormatan bagi Pegawal Negeri Sipil yang menduduki jabatan
profesor diberikan setiap bulan sebesar 2 (dua) kali gaji pokok Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan sesua dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Tunjangan Kehormatan bukan Pegawa Negeri Sipil diberikan sesual
dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikas akademik yang
berlaku bagi profesor Pegawai Negeri Spil.
BAB V
PELAKSANAAN PEMBAYARAN
Pasal 6

Tunjangan Profes diberikan mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah
yang bersangkutan mendapat Sertifikat Pendidik yang telah diberi Nomor
Registrass Guru dan Dosen dari Kementerian Pendidikan Nasional atau
Kementerian Agama.

Tunjangan Khusus diberikan setelah yang bersangkutan secara nyata
melaksanakan tugas di daerah khusus.
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